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 ABSTRAK 

Jesse Stellani Mofu, (20043158). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja 

Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan 

(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Papua 

Tahun 2021-2022) 

Pembimbing : Fefri Indra Arza, S.E, M.Sc., Ak 

  

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal (yang 

diproksikan dengan kemandirian daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat dan 

efektivitas) dan kinerja pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan 

pada pemerintah daerah di Papua periode 2021-2022. Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan purposive sampling. Jumlah sampel selama tahun penelitian 

berjumlah 50 data, yang dianalisis menggunakan aplikasi IBM SPSS 25. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal yang diproksikan dengan 

kemandirian daerah dan efektivitas tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas 

pelaporan keuangan, ketergantungan pada pemerintah pusat tidak berpengaruh negatif 

terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan, namun kinerja pemerintah daerah 

berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan di Papua periode 

2021-2022. 

 

Kata kunci: desentralisasi fiskal; kemandirian daerah; ketergantungan pada 

pemerintah pusat; efektivitas; kinerja pemerintah daerah; akuntabilitas 

pelaporan keuangan  
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Akuntansi sektor publik kini telah berkembang pesat yang dibuktikan dengan adanya era 

reformasi yang membuat negara pada dasarnya membutuhkan pemerintahan yang baik demi 

mewujudkan  good governance (Yulia Trisaptya et.al, 2016).   

Akuntabilitas merupakan ciri khas daripada sektor publik, dimana hal ini menjadi salah 

satu prinsip good governance yang saat ini menjadi sorotan. Demikian halnya dengan 

akuntabilitas publik dalam pemerintah daerah yang mencakup hal pemberian informasi 

terkait dengan aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan melalui laporan keuangan. Dengan demikian, terwujudnya akuntabilitas 

merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik, khususnya pada reformasi keuangan. 

Adapun sumber dana yang digunakan pemerintah dalam rangka menjalankan roda 

pemerintahan ini berasal dari pada rakyat, sehingga pemerintah bertanggungjawab secara 

langsung maupun tidak langsung pada rakyat dalam memberikan informasi terkait 

pengelolaan keuangan  (Suryanto, 2017). Dengan demikian, pemerintah pada dasarnya 

memiliki tanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. 

Oleh karena itu, salah satu upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan akuntabilitas yaitu 

melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip relevan dan 

tepat waktu dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterima secara 

umum (Suryanto, 2017). 

Akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah kewajiban dan tanggung 

jawab pemerintah daerah untuk menyediakan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan 



14 
 

 
 

transparan kepada publik serta pemangku kepentingan lainnya. Hal ini mencakup proses 

penyusunan, pengauditan, dan penyampaian laporan keuangan yang mencerminkan dengan 

tepat penggunaan dan pengelolaan dana publik oleh pemerintah daerah (Fitri dan Khotimah, 

2022). Adapun Akuntabilitas pelaporan keuangan ini menjadi penting karena organisasi 

sektor publik memiliki tanggung jawab kepada masyarakat untuk menggunakan dana publik 

secara efisien dan bertanggung jawab (Suryanto, 2017) . 

Melalui laporan keuangan pemerintah, informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang  

berkepentingan berperan dalam pengambilan keputusan akan dapat disajikan secara 

komprehensif (Martiningsih, 2009). Pelaporan keuangan dari semua entitas pemerintahan 

daerah ini harus dilakukan secara konsisten, tepat waktu dan transparan. Jika hal tersebut 

dapat dilakukan, ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan akuntabilitas 

(Steccolini, 2002).   

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 

mewajibkan baik pemerintah pusat ataupun daerah untuk menyusun laporan keuangan. 

Laporan Keuangan tersebut kemudian akan diperiksa oleh pihak Badan Pemerikasa 

Keuangan (BPK) yang berperan sebagai auditor eksternal di pemerintah. Penyusunan dan 

pemeriksaan akan Laporan Keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah merupakan salah 

satu langkah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.dengan demikian, BPK RI 

yang berperan sebagai auditor eksternal pemerintah bertanggungjawab atas pemerikasaan 

laporan keuangan pemerintah tersebut. Pemberian opini audit laporan keuangan pemerintah 

daerah oleh BPK merupakan sebuah bentuk akuntabilitas, karena merupakan bentuk 

pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap masyarakat bahwa laporan keuangan telah 

disajikan secara wajar, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan bebas 
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misrepresentasi material (Nurhidayati, 2017).Terdapat tiga katergori yang disajikan yaitu: 1. 

Opini, 2. Sistem Pengendalian Internal 3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-

Undangan. Pemberian opini audit dalam laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK 

merupakan sebuah bentuk akuntabilitas, karena menjadi bentuk pertanggungjawaban 

pemerintah daerah terhadap masyarakat bahwa laporan keuangan tersebut  telah disajikan 

secara wajar, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan bebas 

misrepresentasi material (Nurhidayati, 2017). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara menyatakan terdapat 4 jenis opini 

audit yang diberikan terhadap hasil pemeriksaan yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian 

(unqualified opinion), Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion), Opini Tidak 

Wajar (Adverse Opinion),  serta opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of Opinion). 

Papua memiliki 42  kabupaten dan kota sampai pada tahun 2022 sebelum 

diresmikannya Daerah Otonom Baru pada Desember 2022. Pemerintah Provinsi Papua Barat 

sendiri telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas  Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD) sebayak sembilan kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK), dan terakhir untuk LKPD 2022 sedangkan Pemerintah Papua telah 

mendapat delapan kali opini WTP atas LKPD  tahun 2021 dan WDP atas LKPD tahun 2022.  

Berdasarkan informasi dari website resmi BPK, meski mendapat opini WTP Pimpinan 

Pemeriksaan Keuangan Negara Pius Lustrilanang menyatakan bahwa BPK masih 

menemukan permasalahan yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah terkait 

dengan penyusunan anggaran belanja Pemprov Papua Barat yang belum dilakukan secara 

cermat, yaitu Anggaran fungsi pendidikan dan kesehatan belum memenuhi alokasi yang 

diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu terdapat kesalahan 
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penganggaran pada belanja barang dan jasa di 12 OPD dan belanja modal di 8 OPD. 

Kemudian,  pengelolaan belanja hibah pemprov Papua Barat juga belum sesuai dengan 

ketentuan, dimana penetapan penerima hibah belum memperhatikan kriteria pemenuhan 

persyaratan. BPK juga menyoroti pelaksanaan paket belanja modal dan belanja barang dan 

jasa yang tidak sesuai ketentuan berupa kekurangan volume sebesar 47 paket pekerjaan 

senilai Rp12,22 miliar di 11 OPD dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas 13 paket 

pekerjaan di 6 OPD.  

Tahun 2022 terdapat 3 daerah di Papua Barat yaitu Kabupaten Manokwari, kabupaten 

Teluk Wondama dan Kabupaten Sorong yang meski telah mendapat opini Wajar Tanpa 

Pengecualian namun mendapat teguran yang tegas ari BPK karena ketiga daerah tersebut 

diklaim masih memiliki problem pelaporan keuangan yang belum tuntas serta masih ada 

permasalahan terkait kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap Undang-

Undang serta ada dana yang belum jelas.   

Pemerintah provinsi Papua pada tahun 2023 juga mendapatkan opini WDP atas LKPD 

tahun 2022  setelah delapan kali mendapat opini WTP. Hal tersebut diungkapkan oleh 

Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI, Laode Nusriadi. Permasalahan tersebut 

rupanya  terjadi dalam penyajian laporan keuangan, dimana terdapat anggaran realisasi 

belanja senilai Rp1,57 triliun yang melampaui anggaran induk atas pelampauan realisasi 

belanja tersebut, Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan anggaran perubahan. Namun 

penetapan anggaran perubahan itu tidak melalui persetujuan DPRP dan pengesahan Menteri 

Dalam Negeri. Akibat pelaksanaan dan substansi belanja yang tidak sepenuhya memenuhi 

kriteria. maka BPK tidak dapat menentukan penyesuaian yang diperlukan terhadap 
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pelampauan realisasi belanja tersebut dan dampaknya terhadap penyajian belanja Pemprov 

Papua 2022.  

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Papua terkait dengan akuntabilitas pelaporan 

keuangan , menunjukkan bahwa meskipun memperoleh opini WTP maupun WDP, tetap 

dibutuhkan perbaikan tata kelola dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan di Papua 

untuk mencapai pemerintahan yang transparan dan akuntabel.   

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mendefenisikan desentralisasi sebagai 

penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur 

dan mengurus urusan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.  

Desentralisasi fiskal merupakan komponen inti dari desentralisasi karena untuk menjalankan 

kewenangan yang telah dilimpahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah  diperlukan 

sumber pembiayaan yang memadai menurut Fontanella dan Rossieta (2014). Desentralisasi 

fiskal diartikan sebagai penyerahan fungsi pengeluaran dan pendapatan dari pemerintah 

pusat ke pemerintah daerah (Syahrudin,2006). Dengan adanya desentralisasi fiskal ini 

terdapat pemisahan yang jelas dan tegas dalam urusan keuangan antara pemerintah pusat dan 

daerah. Syahrudin (2006) telah membuktikan bahwa desentralisasi fiskal menghasilkan 

manfaat ekonomi bagi negara seperti peningkatan tingkat pertumbuhan, peningkatan 

efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumberdaya serta peningkatan partisipasi masyarakat 

dalam pengambilan keputusan.  

Moisiu dalam Fontanella dan Rossieta (2014) menyatakan bahwa pemerintah lokal lebih 

responsif terhadap warga negaranya dibanding pemerintah pusat sehingga keputusan yang 

diambil lebih merefleksikan kebutuhan dan keinginan rakyat. Sejak berlakunya 

desentralisasi dengan sistem otonomi daerah, maka dana transfer daerah kemudian 
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dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan 

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Implementasi otonomi daerah akhirnya 

menimbulkan berbagai permasalahan karena setiap daerah memiliki kapasitas dan 

kemampuan yang berbeda-beda baik dari sisi keuangan, ketersediaan infrastruktur, dan 

kapasitas sumber daya manusia (Syahrudin, 2006). Adanya  perbedaan kemampuan ini 

membuat pemerataan pembangunan menjadi kurang, ada pemerintah daerah yang 

mengalami kemajuan pesat dan ada juga yang justru mengalami kemunduran sehingga harus 

dibantu aspek finansialnya oleh pemerintah pusat. 

Desentralisasi fiskal menyebabkan terjadi aliran dana yang besar ke daerah dari 

pemerintah pusat (Syahrudin, 2006). Dengan kewenangan yang lebih besar melalui 

desentralisasi fiskal, maka daerah memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk 

mempertanggungjawabkan penggunaan keuangannya kepada publik, sehingga akuntabilitas 

pelaporan keuangan menjadi alat penting untuk memastikan penggunaan keuangan yang 

efisien, efektif, dan transparan. 

Mahsun (2014) mengusulkan bahwa efektivitas PAD dan kemandirian daerah adalah 

indikator penting dalam menilai keberhasilan desentralisasi fiskal, di mana PAD mengukur 

kemampuan daerah dalam menggali potensi pendapatan mereka sendiri. Teori ini 

menunjukkan bahwa ketergantungan yang rendah pada dana pusat menandakan kemandirian 

yang lebih baik dan desentralisasi fiskal yang efektif. Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa 

kemandirian fiskal daerah dapat diukur dari kontribusi PAD dalam membiayai belanja 

daerah. Semakin besar kontribusi PAD, semakin independen daerah tersebut dari transfer 

pusat, yang menunjukkan tingkat desentralisasi fiskal yang lebih tinggi. Desentralisasi fiskal 
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dalam penelitian ini diproksikan melalui 3 yaitu kemandirian daerah, ketergantungan pada 

pemerintah pusat dan efektivitas. Kemandirian fiskal daerah yang tinggi menunjukkan 

kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri tanpa terlalu bergantung pada 

transfer dana dari pemerintah pusat. Semakin tinggi kemandirian fiskal daerah, semakin 

besar pula desentralisasi fiskal yang telah terjadi. Adapun daerah yang masih memiliki 

ketergantungan tinggi pada transfer dana dari pemerintah pusat menunjukkan desentralisasi 

fiskal yang belum optimal. Semakin rendah ketergantungan daerah pada pemerintah pusat, 

semakin besar pula desentralisasi fiskal yang telah terjadi. Sementara efektivitas suatu 

daerah dilihat melalui Pendapatan asli daerah tersebut. Jika suatu daerah memiliki target 

anggaran dan realisasi tahunan dan berhasil mencapainya, maka pemerintah daerah tersebut 

dapat dianggap berhasil dan efektif.. 

Kinerja pemerintah daerah menurut Mahsun (2016:25) adalah gambaran mengenai 

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu 

organisasi. Kinerja bisa juga dikatakan sebagai sebuah hasil (output) dari suatu proses 

tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-sumber tertentu 

yang digunakan (input). Pemerintah dikatakan mempunyai kinerja baik apabila pemerintah 

tersebut mampu mengelola pemerintahan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada 

masyarakatnya secara keseluruhan. Untuk pencapaian kinerja pemerintah daerah yang baik 

maka Akbar (2012) mengatakan bahwa era reformasi membawa dampak terhadap tuntutan 

adanya akuntabilitas (accountability) dan keterbukaan (transparancy) dalam proses 

pembangunan manajemen pemerintahan di Indonesia. 
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Fontanella dan Rossieta (2014) dalam penelitiannya menemukan bahwa kinerja 

Pemerintah daerah mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari penurunan jumlah 

Pemerintah daerah yang tidak melaporkan Laporan Penyelenggaraan Pemda (LPPD) dan 

peningkatan indeks kinerja Pemda kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini mengindikasikan 

bahwa tata kelola penyelenggaraan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia mengalami 

perbaikan . menurut PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah menyatakan bahwa salah satu evaluasi penyelenggaraan pemerintah 

daerah yaitu berupa Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD). 

Sehingga kemudian diterbitkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 guna melengkapi PP 

Nomor 6 Tahun 2008. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan pendekatan 

kinerja yang berorientasi pada output, dengan menggunakan konsep nilai uang (value for 

money) serta prinsip pemerintahan yang baik (good goverment governance).  

ELPPD Kemendagri yang merujuk pada peta kinerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota di Indonesia menunjukkan bahwa rata-rata kinerja pemerintah daerah 

berada pada tingkat rendah sampai sedang, sementara di bagian Timur Indonesia yaitu di 

Papua  masih berada dalam kategori sedang sampai sangat rendah. Ini mengindikasikan 

bahwa pemerintah daerah di Papua seharusnya lebih dapat memaksimalkan kinerja 

daerahnya sehingga setidaknya dapat menjangkau kategori sedang. Dari data  dapat dilihat 

bahwa kinerja pemerintah daerah di Papua masih dikaratakan belum cukup baik. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.3-1109 Tahun 2023 tentang 

Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah secara nasional tahun 2022 

menempatkan Papua Barat pada status kinerja rendah dengan skor 2,14.  
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Menurut Mardiasmo (2004) akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan 

daerah merupakan tujuan penting dari reformasi sektor publik. dengan demikian, pemerintah 

daerah diharuskan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah dengan 

menyajikan laporan keuangan daerah sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan 

keuangan daerah. Akuntabilitas pelaporan keuangan dalam pemerintah daerah itu sendiri 

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain desentralisasi fiskal, dan kinerja 

pemerintah daerah. 

Berdasarkan  pada fenomena yang ada, peneliti juga mengacu pada penelitian 

terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Amy Fontanella dan Hilda Rossieta (2014) 

yang menemukan bahwa Desentralisasi Fiskal dalam bentuk Tingkat Kemandirian Daerah 

dan Kinerja penyelenggaraan pemerintah berpengaruh positif terhadap kemungkinan 

tingginya Akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian oleh Mudhofar 

dan Tahar (2016), menyatakan bahwa kemandirian daerah dan kinerja berpengaruh terhadap 

akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sementara variabel ketergantungan 

pada pemerintah pusat dan efektivitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan 

keuangan pemerintah daerah.; Penelitian yang dilakukan oleh Matilde dan Sari (2021) 

menyatakan bahwa jika kinerja pemerintah daerah meningkat akan memberikan 

kepercayaan kepada publik bahwa informasi dalam laporan keuangan menunjukan keuangan 

daerah dikelola dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan masyarakat 

dan pemerintahan yang sedang berjalan diterima baik oleh masyarakat dalam hal 

membangun daerah yang sesuai dengan harapan publik sehingga terus berupaya 

meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan. 
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Berdasarkan uraian diatas dan juga referensi penelitian terdahulu, peneliti masih 

menemukan bahwa terdapat ketidakkonsistenan hasil pada peneltian terdahulu, dan juga 

terkait  desentralisasi fiskal di Indonesia terus berkembang, dengan kewenangan fiskal yang 

lebih besar diberikan kepada daerah hal ini membawa implikasi penting bagi akuntabilitas 

pelaporan keuangan daerah, kemudian masih sedikit penelitian terkait akuntabilitas di 

wilayah Papua Barat, sehingga peneliti ingin menguji kembali terkait pengaruh 

desentralisasi fiskal dan kinerja pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pelaporan 

keuangan  sehingga dapat memberikan kontribusi baru dalam memahami hubungan antara 

desentralisasi fiskal, kinerja pemerintah daerah, dan akuntabilitas pelaporan keuangan di 

Papua. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis ingin  melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap 

Akuntabilitas Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Papua 

Tahun 2021-2022)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diatas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh kemandirian daerah terhadap akuntabilitas pelaporan 

keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Papua Tahun 2021-2022? 

2. Bagaimana pengaruh ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap terhadap 

akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Papua Tahun 

2021-2022?  

3. Bagaimana pengaruh efektivitas terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan 

pemerintah Kabupaten/Kota di Papua Tahun 2021-2022?  



23 
 

 
 

4. Bagaimana pengaruh kinerja pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pelaporan 

keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di  Papua Tahun 2021-2022? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kemandirian daerah terhadap akuntabilitas pelaporan 

keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Papua  Tahun 2021-2022? 

2. Untuk mengetahui pengaruh ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap 

terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di  Papua  

Tahun 2021-2022? 

3. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas terhadap akuntabilitas pelaporan 

keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Papua Tahun 2021-2022? 

4. Untuk mengetahui pengaruh kinerja pemerintah daerah terhadap akuntabilitas 

pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Papua Tahun 2021-2022? 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada berbagai pihak, baik 

pembaca maupun pihak-pihak lainnya yang berkepentingan. Adapun manfaat penelitian ini 

yaitu: 

1. Bagi Instansi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 

Pemerintah Daerah di Papua dalam menetapkan kebijakan terkait desentralisasi 

fiskal dan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan 

Pemerintah Kabupaten/Kota di Papua. 

2. Bagi penulis, penelitian ini berguna sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar 

sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. 
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Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan 

penulis terkait pengaruh desentralisasi fiskal dan kinerja pemerintah daerah 

terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di  Papua. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan bisa 

dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya di bidang akuntansi  khususnya yang 

berkaitan dengan desentralisasi fiskal dan kinerja pemerintah daerah terhadap 

akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Papua. 

  



 

 

BAB V  

PENUTUP 

 

Pada BAB Penutup merupakan bagian terakhir dari penelitian ini, yang terdiri dari 

kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang dapat disampaikan 

berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut: 

A. Kesimpulan  

Hasil penelitian tentang pengaruh desentralisasi fiskal dan kinerja pemerintah 

derah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan yang dilakukan pada pemerintah 

kabupaten/kota di Papua tahun 2021-2022 telah dijelaskan dalam penelitian ini. Berdasarkan 

analisis statistik yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari 

penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Desentralisasi fiskal yang diproksikan oleh tiga variabel yaitu kemandirian daerah, 

ketergantungan pada pemerintah pusat dan efektivitas, masing-masing tidak memiliki 

pengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pada kabupaten/kota di Papua 

Tahun 2021-2022, sebagai berikut: 

i. Kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan 

keuangan.. 

ii. Ketergantungan pada pemerintah pusat tidak berpengaruh terhadap. 

iii. Efektivitas PAD tidak memiliki berpengaruh terhadap akuntabilitas 

pelaporan keuangan. 

2. Kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pada 

kabupaten/kota di Papua tahun 2021-2022. 
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B. Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, peneliti mendapati beberapa 

keterbatasan yang ada dalam penelitian ini , yaitu sebagai berikut: 

1. Banyak data ekstrem bernilai 0  dalam variabel desentralisasi fiskal untuk tahun 2021-

2022 dalam  penelitian yang membuat peneliti harus mengganti metode pengambilan 

sampel dengan purposive sampling, adanya kriteria tertentu pada metode ini 

menyebabkan sampel penelitian kurang mampu menggeneralisasi populasi penelitian. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kemandirian daerah, ketergantungan pada 

pemerintah pusat, efektivitas dan kinerja pemerintah daerah hanya berpengaruh sebesar 

19,1% terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan di Papua tahun 2021-2022. Faktor 

eksternal seperti kebijakan pemerintah pusat, regulasi keuangan, atau sistem pelaporan 

yang belum optimal bisa mempengaruhi hubungan antara variabel-variabel ini dengan 

akuntabilitas. Berdasarkan hal tersebut peneliti memprediksi bahwa masih ada variabel-

variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi akuntabilitas pelaporan keuangan. 

C. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi pemerintah kabupaten/kota di Papua hendaknya dapat meningkatkan kemandirian 

daerah dengan melakukan diversifikasi sumber pendapatan daerah untuk mengurangi 

ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat. Mengembangkan potensi lokal, 

seperti sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan, dapat menjadi sumber Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan.  
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2. Bagi pemerintah kabupaten/kota di Papua hendaknya dapat mengoptimalkan dana 

transfer dari pemerintah pusat agar dapat digunakan secara optimal sesuai dengan 

kebutuhan dan prioritas daerah. 

3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menggunakan metode penelitian yang lain agar dapat 

menggeneralisasi populasi penelitian secara keseluruhan, dan dapat memperluas populasi 

penelitian menjadi beberapa kabupaten/kota di beberapa provinsi di Indonesia, atau  

meneliti seluruh kabupaten/kota di Indonesia.  

4. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menambahkan variabel-variabel lain yang mewakili 

akuntabilitas pelaporan keuangan seperti tata kelola pemerintahan, sistem pengendalian 

internal, belanja modal, status daerah, atau komponen lain yang kemungkinan bisa 

mempengaruhi akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah.  
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